BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti

dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai pihak yang menjadi korban pelaku kekerasan dalam
rumah tangga tentu membutuhkan hak-hak yang bisa diperoleh di
dalam kedudukannya sebagai warga negara yang harus dilindungi.
Tapi sayangnya, pada hasil penelitian peneliti tidak menemukan
adanya perlindungan terhadap korban sebagaimana yang diatur dalam
ketentuan Pasal 10 hak korban, pasal 25, 35 dan pasal 36 dalam kasus
Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak
keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial,
atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan
perintah perlindungan dari pengadilan.

2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak penyidik dalam
pemberian perlindungan terhadap korban salah satu hambatannya yaitu
sulitnya untuk mendatangkan atau menghadirkan psikiater, diketahui di
Gorontalo ini masi kurangnya seorang psikiater, kemudian hambatan
yang kedua vyaitu kurangnya Kkoardinasi atau sulitnya untuk

mendapatkan informasi dari pelaku.



5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan

beberapa saran dan masukan, diantaranya adalah:

1. Diharapkan adanya peningkatan pelayanan di Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak dengan memberikan prasarana, sarana dan
fasilitas yang memadai terutama dengan dibentuknya “rumah aman” di
bawah pengawasan Penyidik yang ditempatkan di Unit tersebut.

2. Peningkatan jaringan kerjasama dengan instansi-instansi terkait
terutama dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah
tangga yang korbannya adalah perempuan dan anak.

Perlunya pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang
mengatur mengenai pemulihan korban, sistem dan mekanisme jaringan
kerjasama antara pihak-pihak yang berkaitan, terutama kerja sama
antara pihak kepolisian dengan pihak LPSK harus ditingkatkan, dan
pemberian penyuluhan mengenai perlindungan korban harus dilakukan
langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya perlindungan saksi dan korban, agar masyarakat
mengetahui hak-hak mereka sebagai saksi dan korban, serta perlunya
peningkatan eksistensi dari LPSK agar masyarakat mengetahui
bagaimana dan kemana masyarakat untuk memohon perlindungan
hukum saat menjadi korban kekerasan, termasuk yang terjadi

dilingkup rumah tangga.
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